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ABSTRAK 

Dengan adanya keberadaan kode etik yang diberikan kepada notaris 

mempunyai suatu tujuan yang mengatur dari segi keprofesian terhadap notaris guna 

dapat memiliki prinsip-prinsip yang ada di Pancasila, disisi lain juga terdapat 

beberapa atauran dan ketetapan undang-undang yang ditetapkan sesuai ketentuan 

UUJN guna dapat mengikat notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan 

prosedur dan syarat-syarat hukum yang sudah ditetapkan didalam kode etik UUJN. 

Sehingga apabila seorang notaris melakukan sesuatu bentuk pelanggaran dalam 

kode etik maupun UUJN suatu bentuk perbuatan yang sudah ditetapkan dalam 

UUJN baik itu pelanggaran kecil ataupun berat, maka untuk notaris harus 

mempertanggung jawabkan dirinya secara perdata maupun pidana. 

Metode yang saya gunakan dalam melakukan penyusunan skripsi ini yaitu 

menggunakan metode normatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan 

dengan metode penerapan berdasarkan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum 

positif seperti halnya undang-undang. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang saya sudah lakukan, maka dari hasil 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa sebuah upaya perbuatan hukum pelanggaran 

kode etik notaris seharusnya diberikan sebuah bentuk sanksi dan peraturan yang 

sudah ditetapkan sesuai dalam UUJN. Supaya notaris tersebut tidak semerta-merta 

dalam penyalahgunaan jabatan. 

 
Kata kunci : peran; pelanggaran kode etik notaris; sanksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

viii 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ABSTRACT 

With the existence of a code of ethics given to a notary, it has a purpose that 

regulates from a professional perspective to a notary in order to be able to have the 

principles contained in Pancasila, on the other hand there are also several statutory 

regulations and provisions stipulated in accordance with the provisions of the 

UUJN in order to bind the notary. in carrying out their duties in accordance with 

the procedures and legal requirements that have been stipulated in the UUJN code 

of ethics. So that if a notary commits a form of violation in the code of ethics or the 

UUJN, a form of action that has been stipulated in the UUJN, be it a minor or 

serious violation, then the notary must be held accountable both civilly and 

criminally. 

The method I use in preparing this thesis is to use the normative method 

which is a research method used with the application method based on positive 

legal principles and norms such as laws. 

Based on the results of the research that I have done, the results of this 

research explain that an attempt at legal action to violate the notary's code of ethics 

should be given a form of sanctions and regulations that have been stipulated in 

UUJN. So that the notary does not suddenly abuse his position. 

 
Keywords: role ; violation of the notary's code of ethics; penalty 
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